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Abstrak 

 

  Pembangunan nasional, pengadaan tanah adalah hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Indonesia juga mengenal konsep pengadaan tanah tersebut. Paska 

terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, konsep pengadaan 

tanah sudah menjadi lebih jelas, baik itu dalam tujuan, dan sasaran serta mekanisme 

pengadaan tanah. Namun, terdapat hal yang masih belum jelas yaitu mengenai ganti 

kerugian untuk tanah-tanah yang memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan yang 

sah menurut hukum. Ketidakjelasan mengenai apa itu bukti kepemilikan atau 

penguasaan yang sah menurut hukum menimbulkan berbagai permasalahan soal ganti 

kerugian terhadap tanah-tanah yang terkena dampak pengadaan tanah  terkhusus 

untuk tanah-tanah yang belum didaftarkan. Seperti halnya, kasus kampung pulo, 

kalijodo, dan tentang Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Plw dimana dalam kasus-

kasus tersebut pemerintah bersikukuh untuk tidak memberikan ganti kerugian 

terhadap tanah yang belum didaftarkan karena mengganggap tanah-tanah dengan hak 

belanda bukanlah bukti yang sah menurut hukum. Padahal dalam ketentuan konversi 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 

dikatakan bahwa tanah-tanah hak belanda lama dikonversikan jadi hak milik, Hak 

guna usaha, atau hak guna bangunan, dll.Persoalan tersebut menimbulkan 

permasalahan mengenai sebenarnya apa makna bukti kepemilikan atau penguasaan 

yang sah menurut hukum serta apakah terhadap tanah yang belum didaftarkan belum 

bersertifikat bisa mendapatkan ganti kerugian. 

 

  Penelitian ini saya akan menganalisa kasus-kasus tersebut melalui pendekatan 

konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan 

kasus.  

 

Kata kunci : Bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah menurut hukum, 

pengadaan tanah, dan ganti kerugian. 
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Abstract 

 

 National development, land acquisition is inseparable. Indonesia is also familiar with 

the concept of land acquisition. After the issuance of Law of the Republic of 

Indonesia Number 2 Year 2012 on Land Procurement for Development in the Public 

Interest, the concept of land acquisition has become more clear, both in the objectives, 

and targets and mechanisms of land acquisition. However, there is still unclear about 

the compensation for lands that have legal proof of ownership or control. The lack of 

clarity on what constitutes legal ownership or possession raises the question of 

compensation for land affected by the procurement of land especially for unregistered 

lands. Similarly, the case of kampung pulo, kalijodo, and on Decision Number 19 / 

Pdt.G / 2013 / PN.Plw where in such cases the government insists to not compensate 

for the land that has not been registered because it assume the land with the right of 

Dutch Is not a legal proof. Whereas in the provisions of the Constitution of Law No. 5 

Year 1960 on Basic Agrarian Law, it is said that the old land rights land is converted 

into the right of ownership, the right to use, or the right to use the building, etc. The 

issue raises the question of what is legitimate proof of ownership or possession of the 

land and whether the land that has not been registered yet has been certified can be 

compensated. 

 

This research I will analyze these cases through conceptual approaches, legislation 

approaches, comparison approaches, and case approaches. 

 

Keywords: Proof of legal ownership or control, land acquisition, and 

compensation. 
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